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MENTERINEGARA
PENDAYAGTJNAAN APARATT]R NEGARA

DAN REFORMASI BIROI(RASI
REPTJBLIK INDONESTA

PERATURAN

MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 19 TAHUN 2O1O

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA .PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan

kualitas serta profesionali'sme Pegawai Negeri Sipil yang

menjalankan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan, dipandang
perlu menyempurnakan ketentuan dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35/KEP.M.PAN/3|ZO}3
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan
Angka Kreditnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud

dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan tentang

Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka
Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan

Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 dari Republik lndonesia untuk seluruh

Indonesia Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 1951);

Mengingat : 1.



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1970

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan
tLO Convention Nomor 81 Concerning Labour tnspection In
fndustry And Commerce (Konvensi ILO Nomor B1 rnengenai
Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4309);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun f004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

7. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
fndonesia Tahun 1994 Nomor 22,Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun ZO10
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor S1Z1);

L Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);



9, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4016), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor  lgZJ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor g9 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Nndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ZO0Z

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor J2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4lg3);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik lndonesi Nomor 164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun ZOOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741!;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiprin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 20Og tentang
Pembentukkan dan Organisasi Kementerian Negara;

17. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun ZO|O tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;



Memperhatikan '. 1. Usul Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan surat Nomor

8.95/MEN-SJ/X2009 tanggal 22 Oktober 2009;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan

surat Nomor K.26-30/V.168-6/93 tanggal 26 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI

APARATUR NEGARA DAN

JABATAN FUNGSIONAL
DAN ANGKA KREDITNYA.

NEGARA PENDAYAGUNAAN
REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

2.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan

dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan

pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh

Pegawai NegeriSiPil.

Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta
pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan

ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi
dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakeriaan
yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala
pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang.

Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu objek
pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa
dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang

berlaku.

3.

4.

5.



6. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pertama adalah
pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh

Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan jenjang
jabatannya terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan,
baik yang baru dan/ atau yang belum pernah diperiksa dan 

.

atau diuji.

7. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Berkala adalah pemeriksaan

dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui
perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan atas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terdahulu.

8. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Ulang adalah pemeriksaan
dan atau penguJian kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan
yang lebih senlor atas perintah pimpinan unit pengawasan

ketenagakerjaan karena masih adanya keraguan terhadap
hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terdahulu.

9. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Khusus adalah
pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan terhadap
masalah ketenagakerjaan yang bersifat khusus dan/atau
mendesak.

10. Pembinaan ketenagakerjaan adalah pembinaan yang

dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pekerja,
pengusaha, pengurus/anggota kelembagaan ketenagakerjaan
untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran
pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.

11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan pengawas
ketenagakerjaan selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengurnpulkan
bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

12. Perhitungan obyek pengawasan norma ketenagakerjaan
adalah rangkaian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan
berupa penilaian dan penelitian terhadap suatu obyek
pengawasan norma ketenagakerjaan tertentu yang rneliputi
upah, upah lembur, tunjangan hari raya, jaminan hari tua,
jaminan kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja dan hak-
hak atas adanya pemutusan hubungan kerja.
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13. Perhitungan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan

kerja adalah rangkaian kegiatan pengawasan ketenaga-

kerjaan berupa penilaian dan penelitian terhadap obyek

pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tertentu, yang

diperlukan untuk proses perijinan.

14.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan untuk mengangkat, membebaskan sementara,

dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional

Fengawas Ketenagakerjaan.

15.Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh

Pengawas Ketenagakerjaan dan digunakan sebagai salah

satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat.

16.Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja

Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUMN, TUGAS POKOK, DAN

INSTANSI PEMBINA

Bagian Pertama

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam

rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Pengawas Ketenagakeriaan berkedudukan sebagai pelaksana

teknis fungsional pada unit organisasi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan pada instansi pemerintah.

(2) Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.



Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

{2) InstansiPembina sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnernpunyai
kewajiban antara lain sebagai berikut:

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan;

b. mengembangkan dan menyusun metodologi, standar, dan
pedoman teknis Pengawasan Ketenagakerjaan;

c. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;

d. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;

e. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;

f. sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan
petunjuk pelaksanaanya ;

g. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
fu ngsional Pengawas Ketenagakerjaan;

i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan;

j. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional pengawas

Ketenagakeriaan;

k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi pengawas
Ketenagakeriaan;

l. fasilitasipenyusunan dan penetapan etika profesidan kode etik
Pengawas Ketenagakerjaan;

m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan.



BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan yang diakui angka kreditnya terdiri dari :

a. Pendidikan, meliputi:

1. Fendidikan sekolah dan memperoleh gelar 1azah;

2. Fendidikan dan pelatihan (diklat) kegiatan pengawasan

ketenagakerjaan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan

dan pelatihan (STTPP);

3. Pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan.

b. Fembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi:

1. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;

2. Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan;

3. Pemeriksaan dan/atau pengujian objek pengawasan

ketenagakerjaan;

4. Perhitungan dan penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan;

5. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;

6. Fengkajian dan analisa ketenagakerjaan;

7. Penyusunan atau pembuatan pedoman{uklak{uknis di bidang

pengawasan ketenagakerjaan.

c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan,

meliputi:

1. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; dan

2. Pengembangansistem pengawasan ketenagakerjaan.

d. Pengembangan pofesi pengawas ketenagakerjaan, melipuU:

1. Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang penga\ /asan

ketenagakerjaan; dan

2. Penterjemahailpenyaduran buku atau karya ilmiah di bidang

pengawasan ketenagakerjaan.

e. Penunjang kegiatan pengawas ketenagakerjaan, meliputi:

'1. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan ketenagake{aan;

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;

3; Keanggotaan dalamorganisasiprofesi;



4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas

Ketenagakerjaan;

5. Pengabdianmasyarakat;

6. Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan;

7. Perolehan Piagam/ kehormataManda jasa; dan

8. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi, di luar

bidangnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

,Pasal 7

(1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dari yang

terendah sarnpai dengan yang tertinggi yaitu:

a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama;

b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda; dan

c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya.

(2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang

iabatannya yaitu:

a, ,Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, terdiridari :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan

2. Penata Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b.

b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda, terdiridari :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan

2. Penata Tingkat l, golongan ruang lll/d.

c. Pengawas Ketenagakedaan Madya, terdiri dari:

1. Pembina, golongan ruang lV/a;

2. Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang

dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
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(4) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Ketenagakerjaan untuk* 
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka

kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan

jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan' jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2),

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINII-AI

DAI.AM MEMBERIIGN ANGIG KREDIT

Pasal I
(1) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan seseual dengan

ienjang jabatan, sebagai berikut:

a. Rincian keglatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama yang

dinilai adalah:

1. Menyusun dan menelaah data objek pengawasan

ketenagakerjaan;

2. Menyusun rencana kerja pemeriksaan objek pengawasan

ketenagakerjaan;

3. Menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan;

4. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

waktu kerja dan waktu istirahat;

5. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

pengupahan;

6. Melaksanakan pemeriksaan pertama dar/atau berkala norma

hubungan kerja;

7. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
jamsostek;

8. Mefaksanakan pemeriksaan pertama dailatau berkala norma

pekerja ana(

9. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
pekerja perempuan;

10. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

penempatan tenaga kerja dalam negeri;

11. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
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12. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
penggunaan tenaga kerja asing;

13. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
pelatihan kerja;

14. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

wajib lapor ketenagakerjaan;

15. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
keselamatan kefa pesawat angkat dan angkut;

16. Melaksanakan pemedksaan pertama dan/atau berkala norma
keselamatan kerja pesawat uap;

17. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
keselamatan kerja bejana tekan;

18. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi;

19. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
keselamatan kerja listrik;

20. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
keselamatan kerja petir;

21. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
keselamatan kerja lift;

22. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan;

23. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
penanggulangan kebakaran;

24. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
las;

25. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
pelayanan kesehatan kerja;

26. Mefaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
pemeriksaan kesehatan tenaga keria;

27. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan atau
makanan (catering);

28. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
lingkungan kerja;
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29. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

higiene perusahaan dan sanitasi;

30. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

pengendalian bahan berbahaya beracun;

31. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

pengolahan limbah industri;

32. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

ergonomi;

33. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

alat pelindung diri;

34. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

kelernbagaan keselam atan dan kesehatan kerja;

35. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja;

36. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala sarana

dan fasilitas keselarnatan dan kesehatan kerja;

37. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma

SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Keria);

38. Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kerja/penyakit akibat

kerja (PAK);

39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan dengan rnembuat

laporan kejadian tindak pidana;

40. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap

tenaga kerja;

41. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap

pengusaha;dan

42. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap

lembaga/organisasi.

b. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Muda yang dinilai

adalah:

1. Menyusun dan rnenelaah data pengujian obyek pengawasan

ketenagakeriaan;

2. Menyusun rencana kerja pengujian objek pengawasan

ketenagakerjaan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja;
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3. Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/lanjutan

ketenagakerjaan;

4. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma ketenagake[aan;

5. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma keselamatan dan

kesehatan kerja;

6. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang

waktu kerja dan waktu istirahat;

7. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
pengupahan;

8. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang

hubungan kerja;

9. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang

lamsostek;

10. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
pekerja anak;

1 1. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
pekerja perempuan;

12. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
penempatan tenaga kerja;

13. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
pelatihan kerja;

14. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
instalasi listrik dadatau petir;

15. Melaksanakan pengujian pertama darVatau berkala di bidang

tifr;

16. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
penanggulangan kebakaran;

17. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
pesawat angkat dan angkug

18. Melaksanakan pengujian pertama dadatau berkala di bidang
pesawat tenaga dan produksi;

19. Melaksanakan pengujian pertama dailatau berkala di bidang
pesawat uap;

20. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
bejana bertekanan;
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21. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
instalasi pipa;

22. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
pekerjaan konstruksi bangunan;

23. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang

kesehatan tenaga Kerja;

24. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
instalasi bahaya besar (majo r hazard);

25. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
lingkungan kerja;

26. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang
sarana pelayanan kesehatan kerja;

27. Melaksanakan pehitungan dan/atau penetapan obyek
pengawasan ketenagake{aan meliputi bidang waktu kerja
dan waktu istirahat:

28. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek
pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang pengupahan;

29. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek
pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang jamsostek;

30. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses

pengesahan/ perizinan obyek pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja meliputi bidang kesehatan kerja;

31. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses
pengesahan/ perizinan obyek pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja meliputi bidang keselamat kerja;

32. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses
pengesahan/ pedzinan obyek pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja meliputi bidang lingkungan kerja;

33. Mefaksanakan perhitungan tingkat kekerapan/ftekwensi rate
(FR) dan tingkat keparahary'severity rate (SR) terhadap

kecelakaan keria;

34. Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil ditempat kerja;

35. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemeriksaan tempat kejadian perkara :

36. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan membuat
Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
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37. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan

perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemanggilan saksi-saksi ;

38. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemanggilan Tersangka;

39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemeriksaan saksi-saksi:

40, Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan

perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan

Pemeriksaan Tersangka;

41. Melaksanakan nenyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenag akerjaan deng an mel akukan
Penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;

42. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan rnembuat
Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;

43. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pembuatan resume;

44. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan
melaluiPolri;

45. Melaksanakan analisa/kajian kecelakaan kerja/(PAK);

46. Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan kerja/pAK ;

47. Melaksanakan pengkajian dan/atau analisa permasalahan

ketenagakerjaan;

48. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan
darVatau pengujian dari pemeriksaan pengawasan

ketenagakerjaan pertama;

49. Melaksanakan pembinaan tekniVlanjutan ketenagakerjaan
terhadap tenaga kerja;

50. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan
terhadap pengusaha;

51. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan
terhadap lembaga/organisasi;
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52. Menyusun pengembangan sistem pengawasan sumber daya

manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep

penyempurnaan/ modifi kasi;

53. Menyusun pengembangan sistem pengawasan kelembagaan

pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
penyempumaan/ modifi kasi;

54. Menyusun pengembangan sistem pengawasan operasional

pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
penyempumaan/ modifi kasi;dan

55. Menyusun pengembangan sistem pengawasan

ketatalaksanaan pengawasan ketenaga-kerjaan yang bersifat

konsep penyempumaan/ modifi kasi.

c. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang dinilai

adalah:

1. Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa pelaporan

pemefiksaan dan pengujian;

2. Menyusun tencana kerja pembinaan spesialis

ketenagakerjaan;

3. Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa peraturan

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

4. Melaksanakan pengujian ulang di bidang waktu kerja, waktu

istirahat dan/atau pengupahan;

5. Melaksanakan pengujian ulang di bidang jamsostek dan/atau

hubungan kerja;

6. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerja anak

dadatau perempuan;

7. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penempatan tenaga

keda dadatau pelatihan kerja;

8. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi listrik dar/
atau peti[

9. Melaksanakan pengujian ulang dibidang lift;

10. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penanggulangan

kebakaran;

11. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat angkat dan
angkut
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12. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat tenaga dan

produksi;

13. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat uap;

14. Melaksanakan pengujian ulang di bidang bejana bertekanan;

15. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi pipa;

16. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerjaan

konstruksi bangunan;

17. Melaksanakan pengujian ulang di bidang kesehatan tenaga

Kerja;

18. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi bahaya

. besar (major hazard);

19. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lingkungan kerja;

20. Melaksanakan pengujian ulang di bidang sarana pelayanan

kesehatan kerja;

21. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

waktu kerja dan waktu istirahat;

22. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

pengupahan;

23. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
jamsostek;

24. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

hubungan kerja;

25. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

pekeria anak;

26. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

pekerja perempuan;

27. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

penempatan tenaga kerja;

28. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

penggunaan flenaga Kerja Asing) TIG;

29. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus rnengenai
pelatihan kerja;

30. Melaksanakan perneriksaan dan pengujian khusus mengenai

Keselamatan Kerja;
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31. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

kesehatan kerja;

32. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai

lingkungan kerja;

33. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
(Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

SMK3;

34. Melaksanakan tugas sebagai saksi ahlldipersidangan;

35. Melaksanakan pengkajiar/analisa pelaporan pemeriksaan

dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian

pengawas ketenagakerjaan muda;

36. Melaksanakan pengkajiar/analisa pelaporan pemeriksaan

dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian
pengawas ketenagakerjaan madya;

37. Melaksanakan pengkajiar/analisa peraturan perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan;

38. Melakukan pengkajian kebijakan/pelaksanaan pengawasan

ketenagakerjaan sesuai dengan lLO, dan/atau standar
intemasional lainnya;

39. Menyusun pedoman, juklak dan/atau juknis pengawasan

ketenagakerjaan;

40. Menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan

daerah:

41. Menyusun silabus/materi diklat pengawasan

ketenagakerjaan;

42. Menyusun bahan ajarlmodul diklat pengawasan

ketenagakerjaan;

43. Menyusun bahan sosialisasi/penyuluhan peraturan

perundang-undangan, pedoman, juklak dan jukniVyang

berkaitan dengan kebijakan baru ;

44. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan

terhadap tenaga kerja;

45. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan

terhadap pengusaha;

46. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan

terhadap lemba ga/organisasi;
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47. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan yang berkaitan dengan

kebijakan baru;

48. Menyusun pengembangan sistem pengawasan

pengembangan sumber daya manusia pengawasan

ketenagakeriaan yang bersifat konsep baru/pembentukan:

49. Menyusun pengembangan sistem pengawasan
pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan
yang bersifat konsep banr/pembentukan ;

50. Menyusun pengembangan sistem pengawasan

pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan
yang bersifat konsep baru/pembentukan;dan

51. Menyusun pengembangan sistem pengawasan
pengembangan ketatalaksanaan pengawasan

ketena gakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentuka n.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan pertama sampai dengan pengawas

Ketenagakeflaan Madya yang melaksanakan tugas pengembangan
profesi dan penunjang kegiatan pengawas Ketenagakerjaan
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparafur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Apabifa pada suatu unit kerja tidak terdapat pengawas Ketenagakerjaan
yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka pengawas

Ketenagakerjaan lain yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas pengawas

Ketenagakerjaan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka
kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar Boyo (detapan puluh
persen) darl angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
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b. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas pengawas

Ketenagakerjaan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka
kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)
dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri
dari :

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri dari:

a. Pendidikan;

b. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;

c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan; dan

d. Pengembanganprofesi pengawas ketenagakerjaan.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan
tugas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf e.

(4) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan dan angka kredit
masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ini.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan
dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran ll, lll, dan lV peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur utama; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur penunjang.
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Pasal 13

(1) Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki angka kredit melebihi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatar/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(2) Pengawas ketenagakerjaan pada tahun pertama telah memenuhi
atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun
kedua diwajibkan mengumpulkan z0% (dua puluh persen) angka
kredit darijumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan atau pangkat yang setingkat febih tinggi yang berasal dari
kegiatan tugas pokok.

Fasal 14

{1) Fengawas Ketenagakerjaan Muda, pangkat penata Tingkat l,
golongan ruang lll/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
menjadi Pembina golongan ruang lV/a, angka kredit kumulatif yang
disyaratkan paling kurang I (delapan) angka kredit harus berasal
dari kegiatan pengembangan profesi.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina, golongan
ruang lV/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi
Pembina Tingkat I golongan ruang lVib, angka kredit kumulatif yang
disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal
dari kegiatan pengembangan profesi.

(3) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina Tingkat l,
golongan ruang lv/b dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
menjadi Pembina utama Muda golongan ruang lV/c, angka kredit
kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit
harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

Pengawas Ketenagakeriaan Madya, pangkat pembina utama Muda,
golongan ruang lV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan
tugas pokok pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 16

(1) Pengawas Ketenagakerjaan yang secara bersama-sama membuat
karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan,
diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari z (dua) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis
utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
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b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis
utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk
penulis pembantu;dan

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 40% (empat putuh persen) bagi penulis
utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk
penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI
;PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGIG KREDIT

Pasaf 17

{1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap
Pengawas Ketenagakerjaan diwajibkan mencatat, menginventarisasi
seluruh kegiatan yang dilakukan dan rnengusulkan Daftar usulan
Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

(2) setiap Pengawas Ketenagakerjaan mengusulkan secara hirarki
Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUpAK) setiap tahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas Ketenagakerjaan
dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu
setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai

NegeriSipil.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPIGN ANG}<A KREDIT,

TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULIGN

ANGKA KREDIT

Bagian Pertama

Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi
Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina Tingkat l,
golongan ruang lV/b sampai dengan pengawas Ketenagakerjaan
Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c di
lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
Provinsi, Kabupaten/Kota;



b. sekretaris Direktorat Jenderal pembinaan pengawasan

Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lllla sampai dengan
Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina, golongan
ruang lv/a di lingkungan Direktorat Jenderal pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan;

c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya
eselon ll) bagi Pengawas Ketenagakerjaan pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan pengawas

Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina, golongan ruang lV/a
yang berada diwilayah kerjanya; dan

d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota
bagi Pengawas Ketenagakerjaan pertama, pangkat penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan pengawas Ketenagakerjaan
Madya, pangkat Fembina, golongan ruang lV/a yang berada di
wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Tirn Penilai Angka Kredit

Pasal 19

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi pengawas

Ketenagakerjaan, dibantu oleh :

a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan pengawas Ketenagakerjaan
bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g huruf a.
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan pengawas Ketenagakerjaan
Direktorat Jenderal Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan
bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g huruf b,

selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan provinsi bagi
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g huruf c
selanjutnya disebut Tim Penilai provinsi; dan

d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan pengawas Ketenagakerjaan
. Kabupaten/Kota bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf d, disebutTim penilai Kabupaten/Kota.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk
lebih dari 1 (satu) Tim Penilai sesuaidengan kebutuhan.



Pasal 20

(1) Tim PenilaiAngka Kredit jabatan Pengawas Ketenagakerjaan terdiri

dari unsur teknis yang membidangi Pengawas Ketenagakerjaan,

unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas

Ketenagakerjaan.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. Seorang ketua merangkap anggota;

b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur

kepegawaian dinas; dan

d. Faling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas

Ketenagakerjaan dan paling kurang 1 (satu) orang dari unsur

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, Kabupaten/Kota.

(4) Syarat untuk menjadi anggota tim Penilai, adalah:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabata n/pang kat Pengawas Ketenagakerjaa n ya ng dinilai ;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja

Pengawas Ketenagakerjaan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(5) Apabila jumlah anggota tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Ketenagakerjaan,

maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil

lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja

Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 21

(1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka

kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat dimintakan kepada Tim
Penilai Provinsi lain terdekat atau Tirn Penilai Unit Kerja.

(2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk,
penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakeriaan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau

Provinsi atau Tim Penilai Unit Kerja.
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(3) Pernbentukan dan susunan anggota Tim penilai ditetapkan
oleh:

a. Direktur Jenderal Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk rim penilai
Pusat;

b. sekretaris Direktorat Jenderal pembinaan pengawasan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
untuk Tim Penilai Unit Kerja;

c. Kepala Dinas yang membidangiketenagakerjaan pada provinsi
untuk Tim Penilai Frovinsi;

d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada
Kabupaten/Kota untuk Tim penilai Kabupaten/Kota.

Fasal22
(1) Masa jabatan anggota Tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kernbali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota Tim Penilai dalarn 2 (dua) masa jabatan berturut-turut,
dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1

(satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Tim penitai yang ikut dinilai, malra
ketua tim penilaidapat mengangkat anggota Tim penilai pengganti.

(4) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g ayat (1) dapat
memberhentikan dan mengganti anggota Tim penilai sebelum
masa jabatannya berakhir.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Ketenagakerjaan dan tata cara
penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

_ Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal24

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. sekretaris Direktorat Jenderal pembinaan pengawasan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenirga Kerja dan Transmigrasi,
sekretaris Daerah Provinsi, sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
kepada Direktur Jenderal pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan
Kementedan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penetapan
angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina
Tlngkat l, golongan ruang lV/b dan pangkat pembina Utama Muda,
golongan ruang lV/c.



d.

Pejabat Eselon lll yang membidangi pembinaan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan ketenagakerjaan Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi untuk penetapan angka kredit pengawas

Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
lll/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina golongan ruang lV/a, di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pimpinan Unit Kerja yang terkait serendah-rendahnya pejabat
eselon lll yang membidangi pembinaan fungsional pengawas

Ketenagakerjaan kepada pejabat yang dimaksud pada pasal 18
ayat (1) huruf (c) untuk penetapan angka kredit pengawas

Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
lll/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakedaan Madya, pangkat
Pembina golongan ruang lV/a di lingkungan provinsi_

Pimpinan Unit Kerja yang te*ait serendah-rendahnya pejabat
eselon lll yang membidangi pembinaan fungsional pengawas

Ketenagakerjaan kepada pejabat yang dimaksud pada pasal 18

ayat (1) huruf (d) untuk penetapan angka kredit pengawas

Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
lll/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina golongan ruang lV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

(1) Angka kredit yang ditetapkan oteh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, digunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat

Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak
dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang
bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGMTAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS KETENAGAKE RJAAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan pengawas

Ketenagakerjaan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 27

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam

Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan harus mernenuhi syarat
sebagai berikut:

a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diplorna lV sesuai

dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang lll/a;

c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan;

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan'

{DP-3) paling kurang bernilai baik dalam (1) satu tahun
terakhir;

e. Telah memiliki Surat Penunjukkan sebagai pengawas

ketenagakerjaan oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

(2) Fegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan melalui
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CpNS) pengawas

Ketenagakerjaan.

(3) ljazah Sarjana (Sl)/Diploma lV sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi :

a. Sarjana Tehnik;

Sarjana Kesehatan Masyarakat;

Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Sadana Kedokteran;

Sarjana Hukum;

Sarjana Sosial Politik;

Sarjana Psikologi;

Sarjana Administrasi/Manajemen/Ekonomi;

Sarjana lain yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
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Pasal 28

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan, sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal

27 ayat (1) dan ayat (4);

b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsiona! pengawasan
ketenagakerjaan

c- Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan dibuktikan dengan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang;

d. Memiliki kompetensi jabatan pengawas ketenagakeriaan yang

diperlukan;

e. Usia paling tinggiS0 (lima putuh) tahun.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi pegawai Negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dirnilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jurnlah
angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
rnenetapkan angka kredit.

(3) Jumlah Angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

KETENAGAKERJAAN

Pasal 29

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri sipir dalam jabatan tungsional
Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai formasi jabatan
Pengawas Ketengakerjaan, dengan ketentuan sebagal berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri sipil pusat dalam jabatan
fungsional pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai
dengan formasi Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.



b. Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Daerah dalam Jabatan

Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan

formasi Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah masing-masing setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di

bidang Pendayagunanaan Aparatur Negara setelah mendapat

pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Formasi jabatan fungsional Fengawas Ketenagakerjaan pada

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, provinsi, dan

Kabupaten/Kota, didasarkan kepada :

a. Objek pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi :

1) Perusahaan/tempat kerja;

2) Tenaga kerja;

3) Peralatan/Pesawat Produksi;

4) Kondisi/lingkungan kerja.

b. Persebaran geografis perusahaan/tempat kerja.

(3) Formasi jabatan fungsional pengawas Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur

sebagai berikut:

a. Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling

banyak 200;

b. Di Provinsi paling banyak 30;

c. Di Kabupaten/Kota paling banyak 40.

(4) Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional pengawas

Ketenagakerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri renaga Kerja

dan Transmigrasi sebagai pimpinan instansi pembina jabatan

fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 30

Untuk meningkat kompetensi dan profesionalisme pengawas

Ketenagakerjaan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi,

harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
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Pasal 31

standar kompetensi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dan pasal 2g huruf d
ditetapkan oleh Menteri renaga Kerja dan Transmigrasi selaku
Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional pengawas'

Ketenagakerjaan.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 32

(1) Pengawas Ketenagakerjaan ,pertama, pangkat penata Muda,
golongan ruang lll/a, sampai dengan pengawas Ketenagakerjaan

Madya, pangkat Pembina Tingkat l, golongan ruang lv/b,
dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu
5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina Utama Muda,
golongan ruang lV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila

setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 20 (dua putuh) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan.

(3) selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila :

a. diberhentikan sementara sebagai pegawai Negeri Sipil;
b. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan pengawas

Ketenagakerjaan;

c. cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti untuk persatinan

keempat dan seterusnya; atau

d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 33

(1) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai menjalani
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 32
ayat (1) dan (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang

ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan pengawas

Ketenagakerjaan.



(2) Pengawas Ketengakerjaan yang telah selesai menjalani

pembebasan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

32 ayat (3) huruf a, d dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan

pengawas ketenagakerjaan.

(3) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dapat

diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan apabila

berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.

(4) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dapat

diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan

apabila belum benrs-ia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

{5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dan e

dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan

dapat ditambah angka kreditnya dari tugas pokok Pengawas

Ketenagakerjaan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 34

Pengawas Ketenagakerjaan diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari

;iabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) tidak

dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari

jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) tidak

dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mernpunyai

kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan

pangkat.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian

dari jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, ditetapkan oleh pejabat yang

bennrenang.
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BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Pada saat Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan pegawai Negeri Sipil
yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma lV yang
menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pelaksana

Lanjutan atau Penyelia diangkat dalam jabatan pengawas

Ketenagakerjaan Pertama atau Pengawas Ketenagakerjaan Muda
dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki_

(2) Kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setinggi-tingginya pangkat penata Tingkat I gotongan
ruang lll/d.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
Madya pangkat pembina golongan ruang lVla, apabila telah
memperofeh ijazah Sarjana Sl/Diploma lV yang sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang ditentukan.

BAB XII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 37

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman

dan pengembangan karier, Pengawas Ketenagakerjaan dapat
dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang
memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur tebih lanjut oleh
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini di ditetapkan, Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3S/KEP/M.PANR/2003
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka
Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 40

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan Peraturan Menteri

ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 41

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 10 Nopember 2010

I BIROKRASI

MENTERI NEGARA

effi
€'iJliltlsry

33



rt
c.,

z
{z
U)V
5
uJ
(L

t-

o,c
o
c)-t
o
5
Eoa

ct)c(!
0)-t
GJ
E
q)
o

q
c
.oc
o-)
o
J
Eoo

CDIO):(r,O) !Ct, O)
e iF e - e eoooooct
oooooo
--)-)-)--)O (! r(U O O (E
3.t.f r,:t :ttrltritrltr itr rtr
o lo lo lo lo ioo t@ la to to tu)

O)

o
o-,
o:t
E
q)

U)

oo1CO

EE
\<'Yo. :o-

ooPE E =os .g i9
ooxEo. o-
Y i:< .:l.}<
0- i(L i(L i(L

$h
eu

(o oo
ol

oto 8 to ct) (o (9 6l (t,

(\l
6l
o-
o

N i(e(\l ic\loo
o,o

$\f\tlJ) :u) roooo
ood

Ja
-z
3
ka

rJ)

E,
(o
al,
o

.co
.h
jg,

E(!
atg

o.Y
Eoa

ota
!E
q)
U'

o
.Y

E
oa

o
.Y
t€
E
o
@

ql
L
rE
t
oa

o
.Y

Eo
U)

o
.Y
E
E
q),a

c,
(g
-coo
oF

o t{\t.F i.Fo lq):<IY
o i(l'
o :Gto i()
O :(Dut

i{tr :.o1'.F i'Fto iolY lvEEEt88#56FX.t

z
F

6
TIJ
)<
t
Ff
(D

q

(?
U'

o
-voo

(\g
o
E
(u
'tf
(uo
gl
(El

'lGtl

(E

Eo
o
i5

a
oco
(!o
(9

E
(u

o(o
o)
LoE
5
-9
o
c
|E
eo

E
(tl

o(o
o,

I

!t
@
g
o
co
o
o
Eo

N

E
o
o$o

I

co.q
o
o
o
o
co
E
(0

(?

E
o
o
@
$

I

(o

g

l:
o
(E

c
G
Eo
J

$

h
(Ec'-:(!o(oO
F:@
ll

r ,qrco cog rgo'o
oo
o i(E>r i>rc tco ioE IE$ toJIJ

I
Ito l(o
I

c
(g

ooo
g
(L

o
.Y
i5

-

; E:f; .Ec 9:6F:.9{ I
ig * E, Fr

F :p gs aff9g 'g t'e teE'E'g ;€ *FEE € ,g E q:*
c:E:=.ct(u5:(!fo6co (u ,=.o,e # E[,qEE; P E; 3BEHtrtr=cots* o o;: (l)rzoo- o-- o_

* al o* odo* i5' ,r-,# E -t,E'F:3;EE e€eE c.o ctc' E c o c o EFoQ(uo-ooooct
EF: EFEE$'EFE$
c{ c.:z.E cJ cJ clzf o,t o,5,5 (E.:f o 5 au.tr cI, o orl ur , U' o)i (, cD, (,' olf (!if (oif r3 O:5 (!.:t tU

s gig$igis €ic €is €
r lor !- l.f ro i@

tfaz
f
dl
fo

(D

€

E€

HEfl
gggggggg

(E
(E

-o
EF
c(Lo-
EE
E-o
fl8.

sF

Has

gcF

di o <

t
D
U)z:)

N
co.V
E!tcoL

E..g
F 3E
HHF
E 9bI sg

oz

tr
o
UJ<z

ttv*5a I
=EFg=l
EfSR€E)o28.glQi 2
:<=tr9
fPHE;

EH*gs io_o-ozF s
Y

=2(,E'(Llr|

=hJ\l
2
3
6szz
I.IJ F+6JlU
2Ug<
8U
3e2zi3
6
{
z
f,
6
ur
Y
z
6z
tr



r)et

z
{z
oY
5
UJ
TL

(o(EN
!'DE(!(!NEEE
Y l:< lY(Li(Ll(L

(o O O'(I''(!'O:(Il O (\l O O:(oiOlO O nt N O (! (E ([ fitE E E E E E E E E E E E'E E E E E E E E E E
N .E O O O O O (I'.O (! O:O nt fit O ((' (I' (o (\' (! (\' (!
P P P P?f P f f f f?f f f f ? f ? ? f f(r) o o.o o o o o (l) o o o o o tD o c, o o o o ocL.o. o- o. cL.o-.o. o-.o-.o-.o-.o.:cL.o..o. o- o-:cL o-.cL,o. o-

tl tit!:lilili llrllIY IY IY IV IY IY IY IY IV IY IV IY IY I}l IY I:< IY IY IY IY IY IY
lo_ t(L t(L l(L t(L to_ t(L t(L t(L t(L t(L t(L t(L t(L t(L l(L t(L t(L l(L t(L t(L to-

I

gH
ZE<Y

o o
o-
o

t-
@o
o

l-
@o
d

cD6lo-
o

(")
No-
o

d,
6lo
d

(r)
No.
o

(.I
N
o_
o

tr)
No
o

F'
No
o

a{,
N
o_
o

o'(!
o-
o

(i,
No-
o

crtNo-
o

(")
ol
o_
o

CO(\l
(t-
o

(r)
olo-
o

(r)
c{
o-
o

(o
c{
_o-
(>

(o
(\Io
cf

aD
AIo
d

(O
t\lo
d

(o
No
ct

c)
No
d

(\il
c!
o_
o

Jof
z
lF
o

o

ao
F
c)I
r!cIc
0)v

(E
F
0,
Y
r!cooc
o)t

nl
oY
t!c(!
IJc
o)E

co(!
jn
.!
q,
E
IDc
fil
oz

c(!
t!o
.Y.E
o
Eo
.L
soz

c
IE
oo
J
Lo
E
o

TL
o
oz

c
o
t!
l^
-g'tr
o
Eo(L
G
oz

co
alo.v'tr
o
E
ot(L
o
oz

Eo
fito
J'
at
E
c,(L
g
oz

c(!
(E
oL'tr
Qt

E
0)(L
(E

oz

c
(tt
fitoL
q,
E
ll)
!t-
(!
oz

cot!ov'tr
o
Eo(L
g
oz

c
att
fll
aD
.V
1E
(,
E
o(L
t!
oz

cooo.Y'tr
c,
Eq,
o-
(!
oz

oo
tt!
o
E
ru
&
(!
oz

c(!
o
]D

-la

c)
E
o)(L
flt
oz

c
(E
oo.v'c
ID

E
o,(L
(lt
oz

c([
qt
o

J
o
tr
o
.L
o
oz

c(t
(t
o
-g'tr
0,
E
o,
.L
o
oz

cooo
-v
L
o,
E
o,(L
o
oz

c
G'(!
o

.!a

c,
€
o)
IL
fil
oz

c
C'
(E
oJ
L
o
E
ot
o-
ct
oz

c
a!
ql
.tt.!'c
0,
E
0t(L
G
oz

c
G'
(tt
ttJ
(D

E
o
.L
o
oz

c
art
ooJ.E
o
Eo
o.
(!
oz

z
E

o
tu
Y
E
trl
d)

I

clEIo!o. lr!!
{,Io-
atiOr
.olc,t(!l
cl(lll'6- 

I.Ytorlct{D clc (rtl

.q.'=l
sHigo;
p€i
d clLol
c aEl
aol6xl
3.'E l

sal
f-l

lll Inti'Flo:
-vdt!or ic.o rt!
c ,=

g 
'EgE ;3 g

H iE$tr lEd
E i'Sg
€ ipH8. i 8.8
dt :(! .-'F :'FEo ,o, --y :ra 6(! (l,o!
(! :|ll (!

E iEEc ,c 9

3 i3eE ,ER
o lo,

i
..1gr(o'
.Yg
o!
-o
3
.Il '-!:g
hiE
EiE
FleE I(osi:
Et(|'
:* i1r
at:(!_Y:'F'E O',
Ot :-Y
EfIDUo..E
F.}IP
8,5
9, izsi^
o,tF

=i-irl

il
ilil
,l
itlt!

_:{Dl
F:Y
E s*
B,53coEI i: i.E
ctr(tl'(u
E:EiEo,o.oziziz
^r^l^(\l l(' l.rf

ti
ti

-v(!
(0

o
o!
(t.|
o.
(!
E
oz
u)

c
a6
f
CL
c
E(,
o-
o
q)
L()
CL

3rt

Eoz
(O

o,
o)q,c
Eo
oE
o'Il
c)v
|!
o)(!

o

st
o
o-
E
q)
c
c,
o.
N
E
oz
t-

o,
ot
c,

(o:
ov
n,.F
c)
.Y
(!
c't
a!
tr
o

o
ct
o-
E
c)

o
CL

.o
e

oz
cO

o)c
t^
t!
N
0)
.Y
Not
|ltcq,

Gl
(u
c
J
ot'ot

c)
o-
(!
F
E
oz
o)

,c,(!
!oi'Ftolvtoi(tl.!lcri*.E- 
iE

:b
-E ,-e'

Eg
E ig
(! jnl
E,E
oozlz
ai^olr

I

I

i

i
i5).oc
o
c(ll:o
(!
-Yo)
C(!

nt
3(!
tt
o,
CL

|!
oll
co
(!.
E
.N
6o
C)
-v
|ltc
oz
GI

o-
a!
J
t!

=(U3t,
q)
CL
t!
0)

.:a
co
(E

co
c)o
o)
.Y
(l'
E
oz
(a

(E
v,q)

(!
c
(I''6'
lt
ftl

o)
L
co
nt
E(!
c)o
C)
-g
(!
E
oz
'c

'-.n
J:t:o
o
lf,
'c(!
E
(l,
g,
(!
c
(l,

(E

3ot,
(l,
CL
(!'c
c)v
c
ct
(l
E
(E

6o
0)
-g
(rl
E
oz

r.(,

J r.

EEi=; t;i;'cf t'F I'F.lrioio
-!a l-v i-Y
cic:cct'(6:(u6 ii'6EEE(lt(!nl
6b6u,Ut0o:oia)! i-v i-v(Eoo
EiE'Eo.o oZiZIZ
^i^l^(o it\ lo

-l-l-tl

I

!

I
I

vt
.Y

o'c
o

.v,

c(o
fil'r
G)
!
0,
o-

(t
(l)
:l

(!
o
g
ooov

o
Eoz
o)

ic
i$ i !F
lEi l:
iet tfi

igi iE
;F :-g

:a 'E

FB,d.9 6lo. I:o.

is E Elz iz izt^r^i^lO IF i(\l

lc, is, iat
iii

tr
loz
l
ro3
?

(')

.Yo

Fs$
D

Efoz
l

N

oz



E

z
{z
a)l
5
ul
(L

F

tli'l
Eg F

EE F {€
9.,9. i{, ,E,E

t\r l:< lY I iY lYlo-lo. lo-l lo.lo-

I

ofittrtr
o(!:ttoo)oo.
Y:l ItL(L I

iitr:tiiii:l
(Il.N (o N (! (! (I'

tstrtrtrEEE6,N (I' fit (lt (\t (!
ETET rET(r)ooooo0)
O. CL CL CL: O. CL r CLli:il!
\z I:l IY I:I ;Y I:l IY(L l(L l(L lc l(L l(L lrl-

(!
E
(o
E
o,
CL

i:z
lo-

(Eoo
EElJ
Jl:t.E E E

.(o (!
roE
:f :t

i-i-IY I)llIL l(L
l- l- ,v
l(L l(L l(L

sh
EY

(o
|i,c,NN
o_ o-
co

a')
No.
o

(r)
olo
o

(o
(!
o-
o

(O
olo
o-

(r)
N
o-
o

(9
No
o

tr)
No
c

(r,
(\I
_o-
o

d')(\l
o
ct

(t)
Nq
o

c)
ol
o.
o

@
rJ)
o-
o

CO
1()o
o

co|r,
c)-
o

@
r()
o_
o

@|r,
o-
o

@
ta)
o-
o

@lo
o_
o

Jo
-z
:)
k
ct)

u1

cc('01
GOo tl,
-gJ
a, ll,E€0ro(LO.
oo
oozz

c
a!
G!,v'E
o)
E
ot(L
o
oz

o
filo.v
o,
tr
o(L
t!
oz

c
nt(!
U'
-v.E
o
Eo
IL
g
oz

c(!
o
at,.!
o
Eo(L
o
oz

c
t!
(o
oL.E
!)
E
o)(L
o
oz

o
rll
lr,
,v,

lt
tr
o(L
|!
oz

c
o(!
1t,.g
a,
F
0,(L
t!
oz

ct!(!
ania'c
o
Eo(L
IE
oz

c
(o([
attL.E
o)
Eo(L
g
oz

lclo
i(olot.!
l'cto
iElo
lo-
o
oz

c
Eo
CL
(E
J

c
(E
nto
.Y.E
c,
Eo(L
g
oz

C(!
o
UI
-Y'tr
o
Eo(L
.E
oz

o
.toE
c,
PF6b-iF o-
fi_5

o
Gp
cQ'Ctrr!
Eb+cL
-q, o[I. J

tt
oEcrt, ctrct0b.iF o_!{o
JLJ

tt
{E
E
rDc
F.E
Eb.lr cL
^ca $TTJ

oo!tca)E
FfiI0b.IF CI
-c, |ltg-J

z
F

o
UJ
:z
E,
tr:)
EI

!(t

5
{tl'ilI
{!o,

oF
FE-eg

E-sEE
*:NE UIA0, -olg EE

F$sy(l)

E SEI s*
o (!tr
E E:
2 E*
rit INN

(o'e
ox
c
Io.ol
c
fl<ql
c
ct
F
Eoz
u)({

'6
nt
=c(!
tt
c6E
c
fitt!c,
dto
P
c)o-
c)

.9

.stE
oe
Eoz
(o
(\l

cJ!)g
o)
-o
o
(!
-co
TI
q,
lt
c
fitEolt
E
.g
i!oc(l)
olcq)
cl
(U

Eoz
F-(\l

I
i

I

'E'
o;:
E!c! i;i I(ll !:c

€i 16.=, !o); :5
F :'= .9

B E.=g
6,F:6o-lo, io(Elfirio
EiEiEoto;ozlziz
^l^l^o lo, lo6t l(\l i(o-l-!-tl

"i'$;i:E' iE is l-
E IE IEIE

H lfi lEiEI e'g'F
:c o :iE:$,:Hv iC rtO il!

C it! .Tt,-
tgl i6 lcid
E iF ifi;F(E i6 lE l'6'ot to t(o tcg ig i?iE
- :'F liziE
p a:#fe
5 Ig E #E
E iE :H Efo io l.rl'o c)z iz to izYi^t^t^F lC{ l(' l'('(o td) iao !(Dvl-l-l-

I)z
i((L
'.!,.F

Q)
:z

l(!inttvi(!
llDlo
10,
lY
ICl(E(!
o
Y
q)

E
0,
o-
cotL
a6c
IEo
-v(E
ct

=
GT

.E
:o'.v

if;
; i(!i l.c

.. r iq,Pi lg
-(!i l:
; ig iig'6 iFx f; :E
F F'E
R'* ifr
F tlc iYiZ:N lo
E iE IEo io to
9, iz lzs t^i^
OIFIN> l-l-tlcrl I

ii
CDtr.,Cll,i:.Efii.i
Elillallr!

!l
ltilii
-Er:
as
-EL:
c)oi.
:i IaEr,l
a[; I

\l

ii i:i i 
;rrliiii

! le I i i :

E!FiIrd1.9.:l
5i:ri:
o. i-- l;(!F}:=
dr ,g 'S

-O-Yorl':v(Eo. ,'r
c i9 ;t ;F ,9 o
N !* :O. :U) ,tt, i(!
-r ,J ,f C O 'ifEi*iP,-3'?E
$ l; iff;i:4,fl
-.! i^ l^ l^ i^ ^(l) lF lol ico !'c rlr)

=;-:-llillttril
tf
U'z
f
co
f
at,

n

o

fl- c

Ein$

FFFg
o

(r
:)
U'z
f

N

oz



Fcl

ztz
a
Y
5
tu
(L

N o N o o(oN.N(ooa,aa,!ss€ * s g g gggggE E E EEEEEEEEEE=== 6 r €'f €f€ggE iE rE ,EiEiE E,E,E,E,E,E;ElEiE,E, ,E iE E E E,E,E,E E:z lv lv ivlylvl:<lvlvlvlvlvlvlvlvi:zl i:< lv lv r:< iv l:< l:< i:z t:<(L to- l(L t(Lt(Lt(Lt(Lt(Lt(Lt(Lt(Lt(Lt(Lt(Lt(Lt(Ll t(L i(L i(L t(L t(L l(I t(L tL l(L

$hztr<)l
o

o|.l
o-
o

@loo
o

@lf,
o-
o

@
ra,
o.
o

@ro
o-
o

00
ro
o-
o

@u,
c,
o

@
rOo
o

oro
o_
o

co
rooo

ao
rfto
o

Doc
i

@ro
o-
o

@
1')
o.
o

dt
r.)
o.
o

oo
rOo
o

(rl(t
o
d

(I,
(t,
o
o

(')
o)
<)
d

C'
(D
o
d

(r)
o)
o-
o

c.,
o)o
d

c{)
o)
o_
o

att
o)
o-
o

(o
(D
o
d

J
6
s
z
3F
o

o
oo€cOE
FIE
!rolF o.
-ct oTLJ

lt,oE
crctr.!dbIF CL
^c, oTLJ

ooEc
PF
Eb{o.
dJ

cg
o
CL
ttt
J

lu
.YrF
E
o)a

c
E0
CL

J
(o
.v
t
o)a

c
Eoo.
_5

(!
!

E
o)a

c
Eoo.rtIJ
|!
!IE
E
Q'6)

E
EII
t!J
!€t
c)
@

cg
I
-5

t!
.v,

E
o
U)

Eg
oo.

_5

.EJ
lEro
CI'

c
Eo
CL

-5

o
.V
!E
ts
0)
U'

E,
Eoo
-5

G
.Y
Et
o,o

c
E
o
o.
_5

o.g
rE
Eoa

c
Eoo-

-5

ov
ts
q,

U)

c
g
0o.

_5

t!
.v.
!E€
c)a

E
E
o
croJ

o.Y
E
o)

U)

U'(ol
Eicl

EE
^e&
fi_5

tt
ntEc
PF
_gH
EE

v,([
T'c
PFdb
-:F O-

d_5

QIol
1Jlclq)ci
tr(!10bl
lF O.r

d -91

ct!uo
o.,l

-g

eoq
.E

cg
oo.
(lt

c
Eoo.
to

c
E
o
o
a[

z
F

o
UJ
Y
t
F
:l
d!

!t

i
I

I
I
I

IN
:0,v

- ,(E
= 

:o
=ao9b
ocb'gcL ;(g
o i9'F ;Eo, |l,
-Y ;C
O :lDo- i(L

lo lt*

1:ii;
i:!llli:.,ii._i
ial ieiglEi
:-: !tctEi
'd I 'F io iio-ir6: jEiF:fi
c l,E E

F g F9,F,-
: 'E €;F:E E

# ie 
=isiE,$iEl.^l^l^r^l^o ioig.::.igig.ig

c,(!
c
l!!.
tu;r:(u;
-oi(!t
c.(!;
'6'!
coi

6.l

lii!ilicr I

tEt Ilfr Itt'ri !lc' Ii.gin'ii-o l'Fl:,- | o:
iE:Y i
f:ol!. olt 'o:'c c'

.g,e 9:

.3i F,.8Iotoi(ltl(! !'Fi-C I

E:-9;Bi
.Eiti9i
^r^i^tGtrN!ol
-irlrl-i-i-i,tlltl

I

^i l

Ei I

gi 
isi€

fi i6 ts

iis:a:E

# i ei$i6
r iBi$ iE
stslEls
!ilN

I Fti
gil{tt .o-

Pi ,o:o-.
: io
E iE' ,E
(o ic io-o lnt lF
E lg :g!o :o o-

E I: E? :F {trE F

=E:ntct.T 'J Eo ro :(o
; :8 .g
i7 ,9 o)
E ,F .J;,5 t

laF lol (t

li
!l

(!,l:
'Fii i
Oiirttt'.
c:l '([::,
E::
(!'
E
o-
Ji i(!iil,

i(s;!
E i-i I I i'a
ii i*i lc! =..Ys lEi i$i*fre iei if;i Fi Eg ,g' E' F,F(U h :oD5 ii F.ii,9: i< P,+a H

E ,E E; F, E

F iE] iHEI E

F ,E:=i F; #i $
:4.^i^l iA$ iro !(O !I\:O,ort
ivrvivtv v

iiiii
t,
f,(/,
z
l
dt
3
U'

r'

trfoz
f

oz F



It
c,

z
{z
aY
5
uJ
().

f-
r[(!(E(E(Efitfito Nqt .u (I,(u G ((' o (Il N o (u tlti i.;!uEEO13E O DE D ! E lt E rO O E :O -lt lC(tr(0(sNo(ofi1 (E (Ilnl nt (!a' fit o o l0 (! fit N (6
F:F F tr tr.F.tr F F F,F F,FiF E.E:F:F F F Eg.L,E

xixixtxtxtilxixi lxix lx lxix tx lrlxlx lx lx lxlx

(It(E(o
E:OD
EEE
iv iv l:<t(L t(L to-

sh
EY

o
6it
o)o
d

|v'tr
c-
c

(t
t,
o-
c

(t,
oto-
o

({,
o,o
d

(t)
o)
o_
o

(o
(D
o-
o

(D
CD
o_
o

(o
o)o-
o

(o
o)
o_
o

(o
or
o-
o

(oo
o-
o

(o
(D
o_
o

()
o)
o-
o

(o
o)
o-
o

(o
o)
o_
o

(o
o,
o_
o

(o
o)o
o

(o
o)o
o

(o
o)
o_
o

@
CD
o_
o

(o
o-
c)

G'
o_
o

(O
o
d

J
6
-z
f
ko

rr)

c
Eooo

j

.]
|!I
ol
o,l
(El

cIoo
G

c
e
oo
a!

c
Eo
o.o

c
E
oo(t

c
Eoo
o

c
Eoo'(!

,n
3
U'
3
5

EooI

u-a
J
J

e
o
oI

U'fo
aE
.Y
c
Eoo
_5

a
Ja
Jt.v
c
€oo
-5

oJ
ttaEL
c
P
o
o,

_5

o:to:tE
-v
c'
E
oo
.U
J

o3o3E
.v,
cg
o
CL

_5

tt
a3
-c.v
c
Eoo
|!

c
i-e
I
c
E
oc

_5

,t
:t
.n
J
-cJ
c
eo
o.
(It
J

o
f
ltt
3
-c.Yl
c
E
o
o.1|!
J

at
3
Vt:tE
J.
cp
oo
dtJ

o
Jo3cv
cg
o
CL
a!J

o
NEc{rctrl!
!to.i! o
_ca o
lLJ

u)
IE
Ec
QC
EEuo
a5 0-
fi_5

n(!
Dcalc
Fr!
s.t o{o
.Y fi'(rJ

z
F
Eo
UJY
t.
F
f
dt

\t

ll:lr1:!illl;illttii;
;li;li:'iiillilliiiiiiiiiliiliii:;i,
i;: t,i'i

,

.,1.i.!
;:: l:"i

ilr i ,

-|i j , : ; r i i i igi i i ; i iE i i I i

Ei i i i t iel I i I it, i ' , ,si$ i.i i3 i 't:, 6'$ i.E-i...sE'F-eEr;F:u*.g-E,s ..iE t H g;q -E:s 7 
=

s-iEifi igiIitiEiHiE iE ir iF
e id,iE :! iu,s i FifiE iT lE iF
E iIiE iE iP iE i&j.,o- iY iY,=
ddds'ddeisoelslsi | | i r i : i l-i-i-illtiitlili

Eo
htE
'|l).o
o,Y
.c(!
o
co
'([
€
(u
(u
o
c)Y
co
Eqt
rl-c(!

E
,o)

.9
tt,
(D
Y
=o
av)

-Eic'l
b-Oi
c "i
rE oroc(! (!
6pc rl .

t e,-: di E
s Eit
aE cl.= :E-i.E | :

(g c:_E (!lg
r.(!iX

sgi
= 

(U.C
i3 0). .E'=.!E

9g'F 6 .<*o ot -c oc!;L int ,x
!!! c:: 'S 6ftFl= d, 2

fig'g "6 5
.r< (!: ;-(! Pl^ :^ ,^0,;ii!r lcl r(t

= al- :- ,-lii
ttl

t
f,oz
f
dt
fo

3t

ggsg

o

trl
at,z
l

N

oz



ar,
a"

z
{z
aY
5
UJo

(!(o(o(tr(lluroEoo
f J f .f 

=iE ;E iE ,E iEIY iY IY IY IVl(L l(L lo lo- lo-

fit'tr
F q o' o N $ o <u ro

5EEEE3E3E
to- l= l= i= rE iE iE rE rE

lxlxlx lx lx lx lx lx lx

onr Eoo EJ:t o>i>
YIY IYclo- lo-

(!O-oo
:f :f

=,EYivtL t(L

gF
eu

(c
al,o
d

G'o
o-

(o
o_
o

(0
o-
o

((to
ct

ro
o!
(t

oco
o
c,
ct

lo

o'
lr)

ct
rll
3at

o
ro
liI
d

ro
ao
ct

lr)
6/'
o

o
Yo

o
v-o

o
tfr-
o

|oc
5

(o
o_
o

J
U'

s
z
f,F
a

U)

at,
{lto

EFfitFb6
--Yd-oJt

ID'd

EE
F_g
5d

ot!tt
coditrtsd
^-Y;i o)JE

'6
stE

co
FE-o6vFd)
JC

1lII
EI
sf
_s'R

tr!lo
IE
lcl
t\lc
I .ltto

Fl€Et gt
8te
5tr E

J
lt,

ocIo
g
Jo

ocg
ob
E:,.n

EI
o
.E
o
lD

E
o()

(U

c)
(D

g
(!
o

G

o(Il
g
f,
th

o
ntrq,
lll

u,
fl,
r:
0)
dl

c
g
oo-
5

c
eooq

c(!
o
o.o

I

z

o
tu
Y
tr
tr
=lD

q

lpg ' i i itO C ; i j

lU' ro I IISE: : I

lEfr . , '
lo jZ
tc, - ! i
IRE i i i

lgij : ' ; 
Iloc ; : i i(!(E ;6E i ; icts | : | |:ff i | | |FB I i i

ii5 I I i '!s , ; i I

FR , i , 
!

Pt N

EF s :!' s :

t0, at - !,r.3.: E ;
g B€i* '$ 's i

E E ;;g ig iEi
6.8 9:^ i^ i^ ;.
O h (l:- l(\l l(t jEEEi- i- l- l:Niiil,

ES :(g !(!

HE ;E*a lEEgl iEcls
*or i€

$-E i=E€ iT

se i*c c, l()E ITI :q,c l-Y

g*E .e
s_ E

;ct :3
.g-J9ch !
E€*.8
ss$is
"lo

I io)! :.Y

lgrE
rEt*
trtE,
'.=i.!i 
=19i oid

t(l,ts

l:tE
r (Dl.!
I-EIE
i*t5

rsltl6
E,I*iEct.j:t-
[;giF
slE:E
ci([.-O(t,i00.-

9lniE
9iE;E .-ciCitr!ot ct:o) oI;(Li(L (L

^t^i^\icolot-t-i-
ll

l€;
lgitr!t> :

IE

lfi :F

lg ,#
ln iH
lE i:
lfi isli iEt.l: !c(L
l.:: i lE vlg' '0'S
.u 3:E ES. ,8f;]c ;c-l.U ;(!'rl

s rre 
-ei

s Eis sl
lor I

u.f
U'zf
(Il
f
U)

ari,

.Y€F.s .s
0,s6o r! 3rl's.c c

a-|! d,

flEg

c
m
!
c
.g
::o6.9
E(!
tI.IE

TU l!

trf,
U'zf,

a

oz



(trt

z
{z
a
Y
5
UJ(L

F
o(!(I'(l'(s(o

6OEEID
iJNoctN

y i lv tv l:z i:e ivo. I lo-l(L lo. l(L lo-

(I'(Il(!(!(lJ
OEDOENOO(oqI
E
/. rY i\< lv lYI I(L I'L I(L I(L

oo(Etrtrtr(EN(tr(u(I'tU
EtrE 9SPt 3 r8 ,g ,3,=

IV IY IYi IY iYlY
i(L l(L l(Ll l(L lLlo-

shztr<:z
to

@o-
o

(o
o-
o

ct>o-
o

o,o-
o

Fro
o-o

(t
o-
o

Foo
d

t-
c(,
o-
o

t-
@o
o

o)
o-
o

N

o
(r)
o_
o

(!t
o-
o

34,
o_
o

(o
o-
o

@o-
o

(o
o_
ct

Jo
-
z
lF
o

o
co
o
CL

_5

(Il

qt
o
Eg
o
CL(l'
J

#o
dl
E
8E*8J<

(!
'tr
oo
c
!i t!OL
6- a!
d-OJ<

g
:to

o
IE
J'
ct
dl

o
clx
tD
dl

c
Eo
CL

-5

c
Eo
CL

J

c
eoo.
fil
J

c
e
oo.r!
J

c
g
o
o-o
J

c.
Eo
o-
(E
J

cg
oo-(!
J

cIo
CL

_5

cg
o
CL

_5

cg
o
CI
arl
J

z
k
6
UJ
)<
t
trf
c!

rl

# :fi : .H 
'H

E iE iHiF iFE '8. :5' 
:CL (L

,q ,E FrE '9
E I't lI-iF F; tR iFlt i'6 lu l€l ie

: i€ 
jxi€ui=*

'i EsF'E-E[.s,[,F Fg*Fg-

r r,qfi flit iE 
siE g

g trE Eis is sis s
.g dl-g $i^:a
g g;E gle:st :e

i:i:(oi{i!i l4l

o)'c
II'
<tc3
!1,(L

c
fl
:t
(!
q)
CL

(!e
.g! E
E.E
EE

ltt

Eg'6'g
.g 0,
PtY
sH
sE
E:HTgP
fil aEnP
=3

h€
H#
?crlo-o
c{{!c(!(l0
CE
(u
att9o-(L

>E
Eg(!o,:Ep
9'r.i
.$s 

s
9c E

-b ss
EgElO.!{cc
g$e
@

r 'g Fi th P, ;96: l5E
' !L F: i8.E

rsrc 
= 

0,'(6 i= _o

',A lP -lI rt F

ip iE;
i_& i: €
lE l-R€-
lr t,'6 v,!p i(o (!'O 'tt =€ EEI le
ifi FitEr

i 3Fi 3g*
lE -YlE r -y

l'q l.'

FiE
*.E
9 i6.
g_ :F
:2 lSc !0,viYI rfitlo,f l(!*tErleE ;ci iH+i}

- :olcc(! 0)tr ..o_
.:J (llir=
U.SJEo 6'o'

A E1A,
E$iE$

lc't

o' ; i t- i :

*; : iF r :6:
t: i iO0, iJa ::(sco,(o(untc'= c,o;*r.
Oti : Cao i.o
g; i i'v : : :

-9r i i i€ ' i :

L. I tdt ' : '(!: | | t'F :lD | ! ;= :

€i : I ;E i j

c' '6.q '. t'aI 3S 3
-o fil i.o (E

E.o P:E .al P

e:pigipi*:e:giE
E :'E i,F i5i5 s1F iE:!
.g i^i^l^i-E gt^.^;^
O'- lN :atl!C, tiF :Nr(O> !-i-i-i='gl-'-'-

:,lllil-iiilorlii

tr,l
U'zf,
!of
U'

r)

EorGC

iE- u$

FBg B$

g
o(l

- fr'E'

E f F
€ F6
cro|l,(L(L)z

(,

E,f,
U'z:)

N

ctr For! nt

E H f EE€ E g

EEEFEo o.g o 0,o-o-(,(L:a
oz F



q

z
{z
o
Y
5
ut
(L

N
'o (I' o.o
oltEoo(!([(!
i= i= i= l=IY I\c IY IYl(L lo- lc l(L

9..o1.oE.oEoOEOEOE!Efil .f fit f (! 5 fit ,fl= ;E i> i> iE iE i> l>lv lv lv lv iv l). lY lyIrL l(L l(L I(L lt!- l(L l(L l(L

sh
4V,<}z

(o
o,o
d

oo
d

o,o-
o

CDq
o

ol
o

@o
C'

ol
o

@o
o

(!

o
@o
o

C!

o
@o
o

J
6
I
z
fF
o

()

co.vooz

Eo.Yor!z

Et!.Y
tt
(oz

.co.xo
nlz

c
eo
CL

-5

c
Eo
o-
-5

c
Eo
CL

_t

c
Eoo.
J

c
Eoo.
.E
J

cg
o
o-
.UJ

c
Eoo.o
J

c
Eoo([
J

z
F
E(,
ru
Y
t
F
f
(D

rC

o.l!ilI'iatt::
€.:idiri

li

c!t!,
o!
oti:.Y:.io:ur'i
O'i
cilro:
c,x
.2ii:E;!i
strt!!o: ;rLi;t(al 

ic ''6(!(E(!st
lt . :aEE'.qPH- b,e Qc iY !ft ;o-* :S'3 5ccgE(! o,9, .c,
I :Fi(Lrr
.E i^ i^ l^O lF |c\l l(',

= i-l-l-ltltolll

cotttco
iC
c
IE

6I
o)
-o
o)c
.(o

(oE3
a
co
CL

a
Np
.E
at
o
an

cpgE
6-occ
fil ([o.y,f,E;i ll
=0)E.Y
t

E
(E
o
|lt

=(ltEDc
o,c\
E
o,

-9.
v,
c
aE
cttc(lt
-o
E(t)-
9Fb.go.6cx5.!
./tCD5(!>\cc|l,g6
2..v.

E)c
f!

|!
att.F
c,L
fil
o)
a!c
!l,
o,.Y
cc
3E
!!J

=Eb8
bEcL q,

=9Fe6g
Eo.
UEq6y.v,
EE}4'6
&^E

otc'nl

c
|lt
o.F
o
-v|lt

ilF
EEo!lvo
EE6>
$F(0trot=
6+
CLE

=gae
Eo.
E,E
,39
oeE
?'6
gE
C!

|\ict([i(!r€IJrOiEcE l- I
s h is b
J!-o i(! o
3 o ,i o-lrt (|) lro c,a.n !o)U'cc c.co o ro o
i)- L if_.x

l--h,g ibe
gE iFE
F g iF Psl Bi
BE* Bg!:(l)i; >(DA*= P-Y.-
{-ro"=j+J(g9F OrC tE Or!9
d o Q io) (l'*

<g E i-.sP
fiEg.rdEEois

I

I

:
fis
*F96
si
BE'ii a
Oo)

tsi
9.F..
Egg-!l (og
F CDCoGC,
-rC-O.-otr
8g g
ro

,nt
lo
€J
cL
Eo

Hr.(5O-
EEP6
b-Y
o- i;
EEoo'ai a
!E o,
9Eb->
b*or.F
=oii *'a
F F,g
--(r)o_669tL.Y E

(o

3>
*E9o
IE
cO(uJ

firt3
*e
EE
-c-g a[
:go F

FE*
EgEiiootlcll--s E
fl_9 8_

t\

s
!=

-Eb9r^E

Fg
FE
sI(o0-
EE
tE
sE
E*
HF
P5
rg
@

tr
l
anz
f
o
fo

o

E.

FFg

Fg$
d!

t
f,oz
f,

t\

ctz



(\l
c

z
{z
o
Y
5
u,
o-

N

i- i-i :o,lo, I ;- ior i r- l- i-c .tri c'c c c c.c ,cN Ct. (o O (' (u (u:(\' :aU'e 'E' 'e'e 'e '- 'd'- ''eo o .o c, o o o o c)-t -t i-.a -, '-1 -'- -1
o!!aloo(oGoof, J J :t f, r ;J:f rJiE iEi tErE. i iE tE i icic itri.e Lel lel.q i lo lo i lolo lolo l@i lolo I lo lu, I lola ln

loo i-l oroc c Ec.(u o N (5:e 'e 'e'E
oo(l,o-) -1 -.) -)
fit o NOJ f :r5Itr !tr, rtritrtd tdi ibibtu) tq I tot6

sh
1U

tc
lo-
(\l (o @ v 0c, tt r- lr,_

(9
rJ)
<ri N ro_

(r,
trt
c.t

to_

J
6
I
z
3F
ct)

rO

J.v3
dl

co
.E.Y
(E

E
fL
J
II)

c
-g(!
J.(!

=

J
!
3
ctt

-c(U
a!
.Y
(E

E
JJ.
=(D

.E
-o(o
td
N

E
artJv,
ntz

f
!
J
trl

c
(u
o.Y
(rl

3
L
l

0t)

o
(!vt!
=

z
F

o
UJ
Y
&.
F-l
dl

t

lai$i :

lF iE iels i
o lEic.y c :.=.ot

lH E ;3iFe:E g iEiS'Fr

FigiFlEgl
; ,,i i'g flii:.i:: 9EcE
I Bi.E -rE ,8 Ei,E
-9Eie 5ie;9-9ie

€ 
gii ci:iE pii

E 1= l"iE sl=
Fl llN I

lc lc!{rl ltttic io
i'F i'E' l

lE r.ra lrE ig l'= igrE i6 i.ggi-91
€ 'g -;
fl is*iE lrSl.H rcSls t.g.ai

€ ta E'it h9.lg -tg;e 35
3 ,83i
E E 3i
$ EiE gi

s 
isEl
lcD i

E:::
H ir i ;

$ iE iE i

€ i€ ;FE i! ig rRB ;

sifligg:
c ie iEH i

5 i# iFe i.d E *E 'E
-g .-y .:! (! 

-Y3 3 5s f

Esis=i9$g;s
3 

i- l:sfl=

E i*q
H l5E

,c 0,f :N o_c ::t -.a ro E
6 -a'N
l< .'€t aU

€ !cE

fl :gEf; lsg
E i5s
$ l:fi
E .$ 

HF sE
.g iF!
F =iEEE5iF: -o lg$E

l-

lg i$ i ra :

lfr rH iEl* :

l$ i$ iEigrjz iE g ig
lP ,F lE-ie'

* is ifiie i

E ig b,g i

F ie lElF , ;i ig. ;tlE.:iE
E ; €iB*::t
sE = $:E*=;
E E ie 

" 
iE ;E E,EiE

.get eiE sg Ei€
E p l^ i^ lt ei-i^
E q i= is, iE !.isist
F | | l<r lil

E,foz
l
@
f,
U'

M,

.!2nc
E3 g

FggF
gggsg

D

trf
tt,z
f,

c

FEF
oz



cetw

'z
{z
U)
Y
5
u,(L

tr

otc
n,
co-t
o
:l
Eo
tt)

CD:O)lO.c c'c,fit o.o
e. .c .ccrtD(l,-r -) --'t

ofito
J5J

IE E Elo lC, rOtU, to to

I

ori ori orl orc c jc co o o,fit
o.o o:o
o([too:tJ:rfEiE:E;Eotoiota,ototata

o,c
o'e
.q
([
f
E
0,
U'

o)c
o'e
.q
o
f
E
0)o

ir:;ll
i lori orl l-l o,, :c:c cic

:O N CIJN
' te el 

--'Fo.o o c,
(oooo
I f :tf, lE iE, lEiEI loiol lol{)I l(t> lu, I l@lu)

:ilo, ort ol utc'c cico.o olo
c c crc{DQOO') -) ") -)
o(!(uGJ: t,5i J
EIE!EiE
rDl ololou\atata

ge (o
o,o
d t!, N

o
ro_

o
ro
(\|-
o

ro

d
$3
i

ort,
d

(o ol
oro
d

(r, C.l lF
o
ra,

d

J
a
-
z
3F
U'

ro

c
eo
t!tt
TL

E
t!5

(!
J
cl(!
o
U'

ttt
.Y
o.
(o

o,q

o
L
o
qt

c)
@

cJEo
CL
.lt
o,o

I

I

t;lctio
:0,la

I

I

l=

IE
lo-lo
Io)ta

c5
Et!
o.
fit
ot

Y
IL
P
IL
f,
a

c
Jcg
o-
.E

q)
U'

Ex
o-
(u

o)o

o
.Y
o-
o
(l,

U)

=(|t
!
o.
ct
0)
U)

=.E
.Y
o.
(o

0)a

Eo
ot

.(Il
&

iEl.!o)(!
(L

Go(!
(L

Er!
o)
.g
(L

z
F

o
lrJY
E
trl
00

t

lc
l.u
lctol(!t'tf
lc,l.sI(!tot
l(s
to
lox
tc
IG6

ao

=dt
o!coo
olc
a!p
.o
Ec
CN'!('t
r! .c
6(!
EErP
-sr ai6CLrc
Fg
CDEcFgd
zcL

t>Ir!
l5
l'6
taE
IE
tgIC
Iall
lLlotlc

l€
Ittlc
IEto
lcoT
Ea(!
.Yotao
E ..
E'6.= ctrtr(!;i rtxtD

izg
F.Ex(,l:dtac

il
il
li
lg IltD !
tJl llE !;J !iolts iiaE.:€;

a,

:N,-o

.dt:c,cLF.E.6i9:
3 iE;S
F IT';;;fr io:iidiEidilF ior lca

I
I

i

la, i il
lEI : I i

lY i ; r(ai

lF ' ' ,*ifl
lF ! !c:otlfi ,eiF
l!' ' : i'gi'g

*i i lfi$
E ieIFl;I;'A:(t':N jqio.
6 . or! or;f ::t(. o .!;o i.o'= ,3,-O.(E a!g,s 3 

=,:
c :€ iE:'E i'a
9ic:ci(Lltl.
o i('l{!;(!1([cL iJa !v i-Y t-Y,- | ('ri cDt.o): EDrt tctctcic

fri'i=i=l=
= 

lr iN 13., irt

vt(!
3(!
otcq,
e
(tc
,oo
CD
Ef
co
atttt
.q
.E

=c
c,
o-
E

r!cxo
6r.g96Fff
r= cDiE
co
E6a-v

l(trlv
tau
lg
t(El>olr!
E

a!€
.cI(!
o)
c)
o-
C,(!
.g
o)
o,

!
c
.U.x
clc
rOo
!
-g
0.1

=

o!
si(6i : '(o,

*ts i

iPlE I i

6ls i i

orlo I Illlc i I.-lO | |

.2i'6 :

Fi(! :

'6 i+=(!iP
E:.E6,9olls ;rs

ej* rsiF(!llc I r.-l ot: t

ulc:
9itr i-iorbt it
Eini i i

i
I

i

i!titl
lltiiltl

.-i :

(I'.
ot.(l
-oo
?t,

ot
.E; :rs>! .:
0:(! x,
at i.=; o):-::o:c
E lYl<-st iEDI ICi !

i=;- lo
di

oi i

3 i!;i.q i ! ! i'
S i i i iF{ iiiiE
C ! : ;Co :(!(!a!
!t, o)hL(!a6
E=o) otc. .c
8.,c,cici8
e J.:ttJi -E:€i€l€it
o r€l-;€lo
g 

6 islRisiI
F At .; .i .lEe aEr(!l!'olq,
=t/r, ! i iF--';:ii-r iiilN

,'
.l,l
,Irl
ll
:l

i;
i'

(u

(lt
Y
(U

t!o
o
J
o
(!

trl
U'z:)
o
f,
U'

la

fi

E Bg!goo
E 

-.E5HP
ogL
E.x .g!, !:a 6'L15.9

E-E ',6
f!cocP
.!v.0,E O=
sEg
s-sBHE}
^e 0t a!r arlv

E

$€
OCL.t! .-

sq
5F

3
=co.= orcFCC'E

-|llON

s flaH

fF F$

fi*
FE

En'Err fit

$Eg
P$g
'Egg

)oETI.Ilcoro
'aE
c.!l
CEots
99ru
tg.&

o IJ a U TL (,

tr.f
U'zl

Eq figEs9S
E.B t! :l

flE I.E
dz



tr
(,
UJz
Ef,F
f,
(L

z
{z3o

ffikx

z
{z
o
Y
J
ru
(L

(':Ot :OtC :C tcfit O rl!
c-ccooo-t-r-
o(E(('
:tf:f:E rE iElo lo lc)l@ ia lo

gF
eu

it t(, o r^('

J
6
I
z
3
F
o

o

I
I

I

IlLto
loioti-l-cl(!
':H

o
o,
ot

=r!N(E
:--

l9o
Et
E
(rt
Nt!

z
F

,c
UJY
E
trl
d)

t

:i
itlO:l?iiiOrllur'.il

!.t(U!:l
ul,l
ei
o)ir!c
(E

6:
E:c'dl

I

(!:i;
(!i ici:laEi:i'er!!o:iio
0t
!

EEocr'ru' (!

Fg' :H iE
,9 P' ''F i'F-c fri 'ct, ,>gOi> i- :E
E=tfi iH t.sx > !o i(! t(EHBlo lo- l@

4 f l. l" l.

trf
a,z
l
(o
f,o

n

fil

E.FE

rEHtg€
clI!CD

"bgE.
I

tf(t,
2f

N

ctz

T



6
LLY
o&
ln

s
(,
ulz
t
:lF
s
{L

z
{z:)o

tr
(t
IUz

tit
t

; I ritiffifS:=

?,ffip

llJ

Y

Y
oz
z

ill

z

u
a

(!
z

fo
=

(, oo o
cO
$

o
N

oo
F-

.o o oo o(o
(o

,o
o)

o
l()
lo

.! € oo
F

o
IN

.o
@

oo\t

o
f
=

E' ot3 0(o
r

o\t oo
(t,

I
z
s

o o ori! o
@

o
C\I

oo
C!

.'
/h

z
.'
z
U

'l| o oo otf o o
rO

v
[J
0. IB s oo oo

lljo
sz
ul
U'tr
]U
(L

(r)
so
ct
AI

so
N
vl

soo
F

t
f,az
f

N

E,
s
c
J
c

C,
c
(t

F#l3*PE
-E O

+ 50td-
f<

occo)(!3F .E
o-cto

F an -gE
F F F E F '.9

-EPEgEEg
6FEFgEE'6
oio.}(a'AYo-O-

dt ci ci

c
g
(u

Fs
9EE

=*F6 
'B'3

(LYY

I

J

=:f,
-

oz

HPg eRzOL

g$$ig
g g E- 

-
Efl€:;
EEE5F a
=9E 3#E ,f;*

==3i€s
=-tzs?x
et6
FYUJ6,zow<zdo<:l-<gF*
?96
13#
=6h=avYU':)<

21-(,z
uJ
o,



6
IL\(o
E.
6

fi
(t
tUz
t
f,F
#
{L

z
{z

9F
Rbze
?Ef2g)o

E
o
ctl
ctz

t6L

p,E rz8*
'c {.E
O c@

EgE

cg$
$FE

=cp'a
E
toJ

(o
!t

fl
o
UJz

sF g
zr-5

*x
-f5<=(/,
EFS

EE*

i*finrt'Z

FEH

s{=
3VV
gss
=a!!vI

/Y
33

(9
z
UJ
&

ffiEt

P)

lFlo
IH
lv
l$
lolz
l<lzt<
lolotz
t<lf
Itrz
oz
oJoo
z
{
dt
s
oz{r1zl
uJ1.?]

l
I

so
=

o o c
lC

oIv
o oo

F.

E
a|n o

N(a
o
@

o
ID
ro

o
ro 0o(\l oltt

()ort

o

!t (O o|rj o
C! o

(f)
oo
(Y)

= ()
lo o|r, ov o o

C)
c\l

f,
d
UJ
(L

.ct
$

o
IO

o
ro

.I.IJ
@

flz
uJ
(t>
E
ul
o-

(f)
so
co
AI

s(t
N
vl

soo

Ef
U'z3

N -go
.Y
o

@
c
oc-YgE

=o
- :o ll,
l5L
<O-F
f,<

Eo
t/,(U,68
c

E B$F
F. Hg H.
s F s9 r F
:'E' : F P'5'

rE$E$ e$
X€E € P sE. q, o 0t o o ol
c.f (LY O-(L (LYI

cricictl

c
(u
o
o,.J (!
o,ocg
c)
:<
c
ot,
ct
3o

oP2O
<o-:rcz, (d

-, (E

-auJ 0,(LY

-
J

=3

oz



6
{Yog
TD

#
(t
tIJz
E
fF
fi
tr

*u-iE
Ege-=

$$E!F

F.v

ag
56ouz8

;Sb

=3EEIE
:=E
336
TgF
fr"14
sf,ffi
?sx
-2436fr

=Fsx?
Z=6z

llJ
(L

c
E
E
E
{\l
J

F
o
[ltv
g
oz
z
o
oz
3
E
z
c,z
oJ
oo
z
F
a
.?

oz
-z
Lu-'

s
t
E

@
oo
N

oov
oo oo

F-

o
N

Io
N

o6({ ot*
o
ro
rr)

|E
@

oo
C\l

0(o
r

og oo.t

3
E

tt
rc

o'o
N

o
@

o'N oo(r)

(t s oo
N

oo
N

uJa
Fz
uJ
U)
E
UJ(L

r
so
co
AI

so
c{
VI

soo

E:)o
z,
f

N .qoxo
U)
c(!

c,YgE
EE

-!r o
-xB
Ff,<

E(l)e
66'63
F. tfi Hg Hg €-9 dI g$E

s - EE g-
c E c.9 c 6(l' (! (ll* (! t!:'F : : P'5-

' EF E H f; F
X € E € s PE-0ro otD qro
$io.!( O-0- O-Y

dtoct

c
fit(!.F
o
.v,
fit
o)oco
o
)<.F
u,o
3o,_ o,(', c>a

<o-aEz$
J(o
4Auro(L:z

I

J

=f
?

oz



-@

E
Yo
E
cd

tr
o
Luz
E
lF
tr
o-

z
{z

t
(9
UJ2

cov

rc

b
c]
tu
E
Y
g
oz
z
o
oz
fE
z,
L:,zoJoo
F
$
(9z
.L
o
z.
.?
z
UJ-

o
J

E o orit @o
c{

N
ro

oo
(r)

g
= c'| o

laf
@(I c-,1(o

oa
N

=f,E
ut
o-

.fi p o!t @
@

C\I
c\I

o
t()

(E ort @rt (\I oo
F

E'
=

lc o*| cl
(f, '@ o

6

c) r, ort @ .t o(o

-o s o.t o!t

UJ
U)

Fz
UJ
s)
E
uJ
(L

so
@
AI

s(t
ol
v1

E
f
U)
z.
f

N
E
-oo
,v,oo
c

CEgE
EE'cr o,s 61

=o_F
5

E
O-66'|',-8

n Fs tE €E o:

F. Hg 
g.

c 6 c9 c F(! (U (E* (! rU:.8': F P'F
EEEE€B
E H E $ g'H
odrdr0rcrct(LY aLO- O-Y

ni ct ct

|lt
L
i-

o
o
o,:
co
(E
coo
!s-
8.F
ctt'eco
Ef;5 ct)!rocco, q)

E6
,^ CDYvCC
z t! (rt

s ltrz cot
?.ESfi E6
O. YL

-
J

f
-

oz (!

E
oge

"t PR

gEfiEg

FtruT sE
- odzz6H #r*J 

=S0FSF
51.;

=i9I9x
FEiYzd'
SFE
?sg
-ZZ2 <w
*Hs4ta

5g
z6JZ

uJ
o-



6
g
Y
o
E
6

&
(,
UJz
t3F
s
o

fi
o
UJz

bo
O)F2 PR

$ucEa
E:fif€
ggE9P

FflE!F

o)t

=
Y#
P9r;r O-

<ogz
?g
,:6.iO
1fr
7O-<zY<
99
lrl uJ
!lO
zz
3{
ft*
EX
E?4Zaul9Fzw
IIJ Y
o- u)Y<
P3
z6

IU
(L

J

z
=TL
tr
5
f
3Y
F
6
ul
EY
$
(9
z
-
5
f,-

c,
e
o-
E
{E
J

i

tso
UJ
e.Y
g
oz
z
o
(9z
=E
z
(9zoJo
(9

F
g
oz
(L

oz
z
ul
-

3
f

'tc

=
t o(o c!q) @.it

oo(o

S r o()
(!
F

@(\l
oo
c{

g
*(E
lrJ
(L

s o
to

oltr @ o
ro

tu
o o

{0
c{(o co

<to
F

=
lJ) o(o (o lf o

@

C' s o(o o(o

rUa
Fz
u,a
E
lU(L

(f)
;eo
@
AI

;eo
c{
vl

E
f,
U'
z
f,

N
E
.gol<
(D

U)
c

=g€f E Otr61JL
v,
3n

E
O-
oo'o_H
F" tfi Hg HE €E dI g$E

e - [E g -c 6 c.9 c 6o o (('r o o
:.6' : F P'F

E EF E H E $
f; € E € H H$N (LY (L'L (LY

o()dt

o
(U
o)

E
g
(trF

8.F
or'r]co. EE

= 
EE- og

33EZ cc
H 9.8; Fg
a g$
z oq,I }<(L

I
5
=f

oz c{

ffiw


